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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya,
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja {Renja}) DPMPTSP Kota Kota Banda Aceh Tahun 2025 tidak terlepas
melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tersusun dengan memedomani Peraturan
WaliKota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota
Banda Aceh Tahun 2023-2026. Secara Substansi, dokumen Renja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu (n-
2}, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan
dan dukungan dalam penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tehun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa

meridhai kita semua.

Banda Aceh, 1 April 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu

Andri, S.5/P,. M,Si
Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.........ccccocniciiiiicissssssssstatetessssssssssossrnsesesssssssesssasssssssas nssasssssssansansass i
DAFTAR ISL...e ciiicicrsieisnesesssssiisisssssinisnss s s s n s s sssssss s s s s s s s s s s s s ss 0800 0nesossnnanasasararsrnrrnnnenns ii
EXECUTIVE SUMMARY ...cvoiiiiiiiiniiniieiiiiisiiinmemimsnsssassssssnnssnssssssssssssssssnssnssssssssssrassannarans fii
BAB | PENDAHULUAN ......oueeeeeieeerccecereseissnessnsnessssssssnanannasnnsssssssssssannanasssssssssssssnsennnasess 1
O D I 1 = 1 T = 1 - O OSSR 1
1.2, Landasan HUKUM ..ot s s e ra s e 2
1.3, MaKSUd DA TUJUBM. ..o ceecetrreecee e ene e e e s ee e e s e nbasasaes e ansmrasanen 4
1.4, Sistemnatika PenuliSan..... ..o s 5
BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU........cceeversersrsnransnrannes 7
2.1, Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra
PeranBKat DAGIAN. .......coi e rerireee e et v s e e e e e e e sase b eas st abe s s s sbssassiss st s sassnasanans 7
2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......c..cccoovveorveircrienrcnccnncenreneeeennee 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ................ 18
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....ccccoorinnmnnnnininrensissssnsananacereenees 20
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.........cumiiminnens 20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah...........ccccoccecvriinncnnnnincnininsenne 20
3.3, Program dan KeZIatan. .......c.co it e 21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.........cccccccmmmmmisinannans 28
BAB. V PENUTUP ...ccovrrrrecienmnrisesasisisssssnanes s s ssssssssussanssssasesassssnssasasassneisssssrsssssanasnes 35



EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan
berpedoman pada Rencana Strategis {Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan pula dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025,

Berdasarkan RENSTRA DPMPTSP terdapat 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas)
Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yang direncanakan termuat dalam Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Adapun Program
dan Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target kinerja yakni jumlah nilai
Investasi Kota Banda Aceh sebesar Rp. 630,06 Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan

masyarakat sebesar 90,76.

Rencana anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tahun
2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.013.580.546,-, yang terbagi kedalam 6 program,
yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal,
Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengolahan Data dan Sistem informasi

Penanaman Modal.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan
sesuai dengan amanat Undang — undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepoda Rencana Strategis {Renstra)
Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang didalamnya
memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Langkah — Langkah
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja
Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD). Oleh karena itu sebagi salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Kerja
Perangkat Daerah strategi jangka menengah dengan perencanaan tahunan yang

dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selaku
Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 56
Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam menyusun
Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian output antar kegiatan dalam satu
program maupun dengan prorgam lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan

isu strategis daerah yang memuat dalam rancangan awal RKPD Kota Banda Aceh.




Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu
Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada dokumen — dokumen perencanaan yang sudah ada
yaitun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023 - 2026 dan
Renstra DPMPTSP tahun 2023 — 2026 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan
intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Rencana Kerja {Renja) tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh
yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur
Pemerintah Kepada Masyarakat;

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi R}
Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Rl
Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tetang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi

dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerzh;



20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

13.

Perizinan dan Nonperizinan;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda
Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Thaun 2016 nomor 2);
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan
Aceh Tahun 2023 - 2026;

Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banda Aceh;

Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026,

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun

2025 adalah sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan

perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengoperasionalisasikan

RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai VISI MISI Kota

Banda Aceh Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 menyediakan

informasi mengenai rencana kerja tahun 2025 serta sebagai dokumen acuan dalam

pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan urusan Penanaman Modal untuk kurun

waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai

dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2023 — 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (RPD) tahun 2023

— 2026 sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan pada



bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Banda Aceh selama
satu tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sementara, tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda
Aceh Tahun 2025 adalah sebagai bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan OPD untuk
menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dimana tujuan dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Mengoptimalkan Reformasi
Birokrasi dan Tata Kelala Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kondusif Melalui
Kebijakan Penanaman Modal”.

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Banda Aceh tahun 2025. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU} yang targetnya telah ditetapkan didalam Renstra.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun
2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Banda Aceh
Tahun 2024 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :
Sistematika Penulisan :
BAB1 Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB l Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD




BAB il Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh
3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh

4.1 Tabel Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

BAB V Penutup




BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Renja
yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan data reatisasi kinerja dan anggaran tahun
berjalan. Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun
anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi
oleh Bappeda ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, maka Kepala OPD
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan
bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja OPD dapat dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra OPD, serta sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan daerah. Kemudian di fokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU} DPMPTSP
Kota Banda Aceh tahun 2023 — 2026.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2023 Tanggal 3 November 2023, Maka Anggaran Pendapatan dan Belanja
DPMPTSP Kota Banda Aceh dari sebelumnya sebesar Rp. 8.164.818.873,- menjadi Rp.
7.992.313.742,- yang di bagi kedalam 2 {dua) pembelanjaan, yaitu:

1) Belanja Operasi (Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa) Rp. 7.970.259.742,-
2) Belanja Modal (Belanja Modala Peralatan dan Mesin} Rp. 22.054.000,-
Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 s/d desember realisasi anggaran sebesar Rp,

7.841.000.711,-

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah.

Realisasi Fisik : 78.17% dan Realisasi Keuangan : 98,12% dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi
. Jih Anggaran Sisa (Rp)
No Kegiatan (Rp) Fisik | Realisasi Keuangan
% Rp %
1. Kegiatan Perencanaan, 4.840.935 69.01 3.340.935 69.01 | 1.500.000
Penganggaran, dan -




Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah
2. i Kegiatan Administrasi 4.955.136.552 | 100 | 4.874.079.319 | 98.36 | 81.057.233
Keuangan Perangkat
Daerah
3. | Kegiatan Administrasi 132.795.797 100 129.624.715 | 97.61 | 3.171.082
Umum Perangkat Daerah
4. | Kegiatan Pengadaan 22.054.000 100 - 22.054.000
Barang Milik Daerah
Penujang Urusan
Pemerintahan Daerah
5. | Kegiatan Penyediaan Jasa | 1.720.283.043 | 100 1.716.580.312 | 99.78 | 3.702.731
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
6. | Kegiatan Pemeliharaan 116.372.300 100 97.431.000 | 83.72 | 18.941.300
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2. Program Promosi Penanaman Modal.
Realisasi Fisik : 100% dan realisasi Keuangan :100 % , dengan rincian sebagai berikut :
Realisasi
Jih Anggaran
No Kegiatan ( Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
Rp)
% Rp %
1. | Kegiatan -12.303.000 100 -12.303..000 | 100 |-
Penyelenggaraan
Promosi Penanaman
Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Realisasi Fisik : 0 % dan realisasi Keuangan : 0 %, dengan rincian sebagai berikut :
Realisasi
JIh Anggaran )
No Kegiatan Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
{Rp)
% Rp %
1. | Kegiatan Penetapan - 00,00 | - 00,00 ! -

Pemberian
Fasilitasi/Insentif




Dibidang Penanaman
Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 30 % dan realisasi Keuangan : 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi
JIh Anggaran
No Kegiatan (Rp) Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
Rp
% Rp %
1. Kegiatan Pelayanan 17,436,115 30.00 | 5,210,130 29,88 | 12,225,985

Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal yang
menjadi kewenangan

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 98.57% dan realisasi Keuangan : 97.41 %, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi
Jlh Anggaran
No Kegiatan ( Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
Rp)
% Rp %
1. | Kegiatan Pengendalian 333,900,000 ;98.57 | 325.239.300 | 97.41 | 8.660.700

Pelaksanaan Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik : 100% dan Realisasi Keuangan : 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi
JIh Anggaran
No Kegiatan Fisik Realisasi Keuangan Sisa (Rp)
(Rp)
% Rp %
1. | Kegiatan Pengelolaan 677.192.000 | 100 677.192.000 | 100 0

Data dan Informasi
Perizinan dan Non

Perizinan Yang




Terintegrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

1) Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan tahun 2023

adalah sebagai berikut;

Terdapat 10 (Sepuluh) kegiatan pada 6 {enam) program yang belum memenuhi

target Renja dan Renstra DPMPTSP, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah

Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah (69.01%)}
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah {98.36%}

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah (0 %)

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(99.78%)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah (83.72%)

b. Porgram Pengembangan lklim Penanaman Modal

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman

Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)

¢. Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu

di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan (29.88%)

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (97.41%)

2) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Pereizinan

yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daerah (100%)

3) Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.
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4)

5}

6)

Faktor — faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapinya target pada beberapa program dikarenakan
capaian tahun berjalan belum selesai, dan terjadinya pengalihan anggaran pada

kegiatan yang lebih stategis.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian
program Renstra yang belum sesuai, peningkatan sarana dan prasarana serta SDM
untuk mendukung pelayanan secara digitalisas, tidak mampunya secara terus
menerus menggali potensi investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya,

sehingga tidak menemukan potensi ungulan investasi.

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor penyebab tersebut;

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan

kegiatan.
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banda Aceh

Koda

Urusan/Bidang LUrusen
Pemerintahan Daerah den
Program/Xagistan

mdikator Kinerjs Frogram
( 1 fKegl 0

Target Kinatja Capsian
Program (Renstra

Parangkat Casrah) Tahun

2023-2026

Realisas! Targat Kinarjs
Hasll Program &
Kalunran Kegiata, Sub
Keglatan s/d Tahun
2022 {n-3}

Target dan lisasi Kinarjs Program, dmn Sub
Keglatan Tahun 2023 (n-2)
Tergaet Renja
Parsngkat  |Raslisas! Renja Parangkat
Daersh Tahun | Dasrah Tshun 2023 {n-1} Tingkat Aaalisasl {%)
2023 {n-2)

Terget Pragram,
Kagistan dan Sub
Kegistan Ranjs
Perangkat Dasrsh
Tehun 2024 [n-1)

|
Parkirssn Asslisasi Copalan Target Renstes |
Perangkst Daerah 5/d Tahun 2024

Realisas! Capaian
Program, Kegistan
dan Sub Keglaten s/d
Tahun Berjalun Tahun
2023 [n-5)

Tingkst Capainn
Reallsesd ‘Target
Runstra [}

) o) T8} o (k758)
Pregreem
persngker davra 200m 100 %
anfota w0 L] 100 % 100% 5,501.410,923 "
R ;
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. e 100 » ;
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*Warna Pink adalah Sub Keglatan pada Tahun 2024
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2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat
dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
telah tertuang dalam Renstra DPMPTSP, dalam Peraturan WaliKota Nomor 56 Tahun 2016
tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja DPMPTSP antara
fain:

1. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu. Satu pintu.

3. Menyusun peta potensi investasi Kota.

4. Menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun

2023 - 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan
sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Banda Aceh terdapat pada
RKP vaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional” dengan
sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta
layanan publik berbasis elektronik”. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran
tersebut adalah dengan Optimalisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Maka
dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun
2023 — 2026 yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda
Aceh untuk 5 {lima) tahun mendatang yaitu :

1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
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Tabel 2.2.1. Realisasi Capaian indikator Kinerja Utama

{Kondisi per Desember 2023)

SASARAN INDIXATOR PROGRAM TARGET KINERJA SASARAN REALISASI KINERIA SASARAN | CAPAIAN TAHUN
SASARAN TAHUN 2023 TAHUN 2023 p.i7x]
Optimatya Reformasi Program
Birokrast dan Tata Kelola
Indeks
Pemerintahan pada Hepuasan | Pelayarnan 0.74 }n 103%
Masyarakat IKM)] iPenanaman
Penanaman Modal dan Modal
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Meningkatkan
neanan | b e
per " Ekoron Investasi Beskat Pengendalian
yang Kondusif Melalui Nasional kel Pelaksanaan Rp 575,276,278,192.00| Milyar | Rp 573,535,555,168.00 | Milyar 99,70%
Kebijakan Penanaman P::l;:;m Penanaman
Modal Modal
Rata-Rata Persentase Raakisasi 101%

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA sampai pada triwulan
keempat mencapai Rp. 136.619.739.814 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing
(PMA) sebesar Rp. 57.539.814 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
mencapai Rp. 136.562.200.000 triliun, dengan jumlah 830 Investor. Capaian kinerja
pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh hingga Tahun 2023 yang terkait: Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM} terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu pada semester | tahun 2023 dengan nilai Indeks 93,67 atau berada pada katagori
A (Sangat Baik) dan semester Il tahun 2023 dengan nilai indeks 93.80 atau berada pada
katagori A (Sangat Baik). Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan DPMPTSP Kota Banda
Aceh telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB yaitu Predikat A untuk
unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah
Tahun 2022. Terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada
tahun 2022 mendapat nilai B, Nilai ini tentunya masih jauh dari target yang ingin dicapai.
Namun pada tahun 2023 capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
mendapat nifai BB. Melalui capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

sPm/ Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Standar 1KK Anallsis
Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun {2023) Tahun Tahun
(2023) (2024) {2025} {2026) (2022) (2025) (2026)
(1) (2) {4) {5) {6) {7 (8) {9) (10) {11) {12) (13)
1 lindeks Kepuasan Masyarakat
{{KM) pada Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu 90.74 90.75 90.76 90.77 92,29 93,73 90.76 90.77
Pintu
Realisasi Nilai Investasi
Berskala Nilai PMDN/PMA pada
2 |Dinas Penanaman Modal dan mu.m.m.w mo.u.mq mw..o.o_w 657.45 »w.w.mu 575.27 Milyar 630.06 mm.u.am
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Milyar Milyar Milyar Milyar Milyar Milyar Milyar
3 {Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah {AKIP) pada
Penanaman Modal dan cC cC B B B - B B
Peiayanan Terpadu Satu Pintu
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2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan, sasaran,
strategis dan arah kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. Dalam
rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi Online Single Submission (0SS). Penerapan
sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan
perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha
untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan 0SS selanjutnya
diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat
mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat
penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan
memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan
investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga
pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi
investasi khususnya di Kota Banda Aceh dan provinsi Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk
mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut
karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh
pemerintah daerah terkait sistem 0SS baik dalam regulasi maupun sistemnya. Adapun
beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam
penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP

di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi

pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan

pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanisme pelayanannya tidak
mewajibkan prosesnya melalui DPMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah

teknis
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Mendorong  kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait
penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem 0SS, baik regulasi maupun

sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;

Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan
daerah dalam mewujudkan kebijakan pelayanan perizinan baik berupa NSPK
ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan

diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.

Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan
pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam
bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi

penanaman modal di daerah dapat dioptimalkan dengan baik.

Perlunya fasilitas pelaksanaan Alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani Perizinan dan Non
Perizinan terlatih, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Perizinan

dan Non Perizinan.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan ingvasi dan kualitas
penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019 — 2024 yang merupakan
tema pembangunan tahun 2019 - 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden
tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2019 - 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2019 - 2024 adalah
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Rencana kerja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari
pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh 2023 - 2026. Mengacu kepada Renstra
ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh selama lima tahun
mendatang yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan
pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”, serta “Pertumbuhan Ekonomi
yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal” Sementara itu, sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023 - 2026 yaitu:

1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman
Modal; dan

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman
Modal.

Adapun sasaran strategi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dituangkan dalam dokumen Rancangan

Kerja (Renja) Tahun 2023 — 2026.

Sasaran1 : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

20




Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang kondusif melalui kebijakan

Penanaman Modal.

Maka Indikator sasaran DPMPTSP dalam mendukung rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh vaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan

2. Pertumbuhan Ekonomi.

3.3. Program dan Kegiatan.

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah. Dalam
mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terrhadap rumusan Program dan
kegiatan dafam Renja DPMPTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 tidak
telepas dari memperkuat Tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu
sasaran yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui
kebijakan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh yang sangat tinggi terjadi pada
tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh mengalami perlambatan dari

6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1,1

persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat

pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Banda

Aceh mengalami perlambatan kembali tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemic

Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Seluruh sektor mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara

drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Strategi peningkatan

perekonomian Kota Banda Aceh salah satunya dengan Program Pengembangan

Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan program kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
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b) Pencapaian SDG's

Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s)
adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan Internasional
dimasa mendatang, dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa {PBB) dan
dipromosikan sebagai tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
SDG’s menggantikan MDG’s (Tujuan Pembangunan Milenium) yang tidak laju
berlaku terhitung mulai akhir 2015. SDG’s aktif mulai tahun 2015 hingga 2030.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh dalam pencapaian SDG’s yaitu :

- Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
melalui percepatan dan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha
yang terintegritas secara elektronik: Pembinaan, Pendampingan dan
Pengawasan bagi para pelaku usaha melalui kegiatan kunjungan lapangan.
Bimtek implementasi pembinaan perizinan berusaha berbasis resiko dan
Bimtek Implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko serta
kegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

- Terjadinya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan
yang layak untuk semua., Ditendai dengan jumlah Investor PMDN/PMA
tahun 2023 {kondisi TW V) sebanyak 3.526 investor. Dengan nilai realisasi
investasi sebanyak Rp. 573.535.555.168 triliun.

2. Uraian garis besar menengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda
Aceh memiliki tupoksi didalam pencapaian kinerja di bidang Penanaman Modal dan
perizinan, program dan kegiatan yang diusutkan pada tahun 2025, yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
1.3. Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.

1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.
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1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.
1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal.
2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Ffasilitas/Insentif Dibidang Penanamanm
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan.
2.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
2.2.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
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3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
1.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.
1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system
perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
1.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3.4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3.4.1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
3.4.2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
3.4.3. Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kegiatan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025 banyak
dilaksanakan di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk
kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dibeberapa
tempat di Kota Banda Aceh. Total Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025
adalh 6 program, 13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan, Dengan rencana total jumlah pagu

indikatif 2025 mencapai Rp. 12.013.580.546.
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Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Derah tahun 2025

Tabel 3.1

Kode Rencans Tahun 2025 Parkiraan Maju Rencana Tehun 2026
Catatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintshan Deerah |y, ooy Kinerja Program/ Kegistan TorgatCapian | Kebutuban Dana/ Pagu| Sumber | pating | TargetCopsianiinerin | "eDUEUNSN Ooe/ Pagu
Kaneca Ichikati? Dans ndikath
(1} 3 (5) {19) 7] 8 __. (_!.?)_
n v e T m m
1 (01 |Program Penunjang Urusan Pemarintahan Persantase pemenuhan kabutuhen penunjang Kota Banda Acsh,
n Ba
|Daersh Kabupsten/Kota parangkat desrah Balturrahenan, 100 % 10,453,509,586 PAD 100 % 10,453,509,586
Kumpung Saro
18 |01 |n01 Kegisten Perencanaan, Penganggaran, dan Par dish pare Kota
{Evaluas! Kinerjs Peranghat Daarsh pengenggaran dan svaluas! OPD yang tersustin Saturshman, 100 » 7,906,500 PAD 100 % 7,396,800
Nampung Baro
18 |01 |2.01 |0001 (Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen lumlah dokumen perencanaan yang disusun Kats Bands Aceh,
Perencanaan Perangkat Daerah Baiturrahman, 5 | Dokumen |Rp 7,396,800 PAD 9 Dokumen | Rp 7,396,400
Kampung Baro
18 (01 .02 Kegiatan Administras! Keuangan Perangioat Persentase pemenuhan sdministras] keusngant
Kota Bande Acwh,
Daersh Seinarstmen, | 100 % 5,70%,562,085 | DAU-PAD 10 % 5,705,562,085
Kampung Baro
18 |01 {2.02 (0001 |Sub Keglatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan |Jumlahorang yang menerima gaji dan Kota Banda Aceh, o
ASN tunjangan ASN Baiturrahman, 32 rang/ 4,888,302,085 DAL 32 Orang/Bulan 4,888,302,085
Kampung Baro Bulan
18 (01 |2.02 (0002 [Sub Xegiatan Penyediaan Administrasi Jumlah dokumen hasil penyediaan Kots Bands Acth, 00
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi pelaksanaan tugas ASN Baiturahrman, 12 | ookumen 817,260,000 | DAU-PAD 12 Dokumen 817,260,
Kampung Baro
18 |01 (208 Kegistan Administrasl Kepagewalsn Peranghst [P p han Ad i Nots Banda Acsh, 000
Daersh Kapsgawsian Perangkat Deerah e — 100 % 56,200,000 PAD 100 L] 56,200,
Kempung Baro
18 |01 |2.05 [0DDZ |Sub Kegtatan Pengadaan Pakalan Dinas besertallumiah paket Pakalan dinas beserta atribut Kgia Banda Aceh,
Atribyt Kelengkapannya kelengkapan Baiturrahman, 56 Paket 56,200,000 PAD 50 Paket 56,200.000
Kampung 8arc
18 |01 {2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Parsantase pamenuhan kebutuhan p jang Kots Nands Aceh,
8l
Desrsh |administrasi umum atturabman, 100 % 208,456,305 PAD 100 % 408,456,305
Kampung Baro
18 [01 [2.06 [0001 |5ub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi [Jlumlah paket Komponen Instalasl Listrik/ Kota Banda Aceh,
Listrik/Penerangan Bangunan Xantor Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan |  Bsiturahman, 12 Paket 11,542,000 PAD 12 Paket 11,542,000
Kampung Baro
18 [01 [2.06 {0004 |Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistlk lumlah paket Bahan Logistik Kantor yang %ots Benda Aceh,
Kantor disediakan Baiturrahman, 7 Paket $,295,000 PAD 7 Paket 5,295,000
Kampung Barp
18 (01 [2.06 (0005 (Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan |jumlah paket Barang Cetakan dan Xota Banda Aceh,
i 12 Paket 41,619,305
Penggandaan Penggandaan yang disedlakan Baiturrahman, 1 Paket 41,619,305 PAD
Kampung Baro
18 |01 |2.06 (0002 |Sub Kegiatan Penyelenggarasn Rapat Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi| wom Banda Aceh. 250,000,000
koordinasi dan Konsultasl SKPD ke luar daerah yang dilaksanakan 8aiturrahman, 10 Laporan 350,000,000 PAD 10 Laporan ,000,
Kampung Bara
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2 |18 |01 (207 g il h Parsantase p h 3
MHI Pa J u L Kobs Bandd Aceh,
Penunjeng Urusan Pemarimah Desrsh s ok o gy % 517,128,000 PAD 100 » 517,128,000
Kampung Baro
2 |18 01 |1.07 (0002 |Sub Keglatan Pengedaan Kendaraan Dinas Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau Kota Bancs Aceh, Unit ~
Oprasional atau Lapangan lapangan yang disedlakan Balturruhman, 1 Unit M 1 n
Kampung Baro
2 |18 |01 2.07 10006 [Sub Keglatan Pengadaan Peralatan dan Masin  [Jumlah unlt Peralatan dan Mesin Lainnya vang Kots Beanda Aceh,
Lainnys disedlakan Baiturrhman, S0 unit 517,128,000 FAD 50 unit 517,128,000
Kampung Baro
2z |18 (01 2.07 (0010 |Sub Keglatan Pengadaan Sarana dan Prasarana |[Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kos Banda Aceh.
Gadung Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor ateu Bangunan Lainnya yang disediakan 1 Unit - PAD 1 Linit -
2 Jis [o1 [2.08 Kagistan Panyedisen jass Penunjang Unusan [P [ hsn Panyediaan jssa
Pamarintah Dasrsh Panunjeng Urusan Pemerintahan Osarah 100 ”% 1,648, 736,061 PAD 100 ] 1, 648, THE, 0851
2 (18 Joi1 [z.08 [0002 |Sub Kmgisten Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah laporan Prnyedigan Jass Kemunikash | oo bande acen
. - 1.364, 150,000
Sumhber Daya Air dan Listrik Sumber Days Alr 8 Listrik yang disediakan Aaiturrahman, 12 Laporan 1,364, 150,000 PAD 12 Laporan 364,150,
Kampung Bero
2 |18 |01 2.08 |0004 |Sub Keglatan Penyediaan Jass Palayanan Jumlah laporan Penyedlaan Jasa Pelayanan Kota Bande Aceh,
Umum:.n!ur v ¥ Umum Kantor yang dvludiukan Balturrahman. 12 Laporan 284,586,061 PAD 12 Leporan 284,586,061
Xempung Barg
2 |18 |01 [2.09 | Kaglatan Pemaliharssn Barang MIlik Pa P han keb J
Wots Sandn Acah,
Fanunjeng Uruian Pemerntsh Deersh :cmnllhlrlanﬂlnm\; Milik Daerah Penun]sng e o 100 - 2,110,030,338 PAD 100 “ 2,110,080,338
rusan Pemerintshan Dasersh Knnng Sare
2 |18 |01 2.09 |0D02 |Sub Kegiatan Penyadiasn lasa Pemeliharaan, Jumlah ke#ndaraan dinas oprasional ateu Kots Banda Acah, 59,136,
Blaya Pemeliharasn , Pajak dan Perizinan |apangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak Baiturrahman, 7 unit 59,136,000 PAD 7 Unit /136,000
Kendarasn Dinas Opé#rasional atau Lapangan dan perizinannya K mpung Barc
2 |18 |01 2.09 {0006 |Sub Kegiatan Pemeliharasn Peralatan dan Jumlah Paralatan dan Masin Lainnya yang
Masin Lelnnynr dipstihara 53 Unit 169,294,335 PAD 53 Unit 169,254,335
“empung Baro - —
2 |18 |01 }2.09 |001C [Sub Kmglatan Pemelibarsan/Rababilitasi Jumlah Sarans dan Prassrana Gedung Kentor Kate Bandp Aceh,
Sarans dan Prasarana Gedung Kantor atau atsu Bangunan Lainnys yang . 2 unit 1.881.600,000 |  PAD 2 uni 1.681.600,000
Bangunan Lainnys dipatihara/dirahabiltasi
2 |1m |02 Program Pangembangan (klim Pananaman Parsantase Penger Wdben 779,238,000
Mo:_l b b Mods! v Kota Sanda Acsh | 100 * 778,238,000 PAD 100 * g
2 |18 |0z |z.01 Kagiutan Panstapan Fembarien Jumish Panatapan Pembarian 000
Fasllitas/Insandf Dibldsng Pansnarran Modal |Fasllites/i if bibidang Paer Modal Kota Bande Acsh 100 » 454, 52%,000 PAD 100 »* 855, 828,
yeng Kewenangan Dasrsh
2 |18 |o2 2,01 0001 [Sub Kegiaten Penetapan Kebijakan Dasrah tumlah Peraturan Daarah/Provinsi dalam
Mengenat Pembarian Fasilitas/Insantf dan pemberian Fasthitas/Insentif dan kermudahan Kots Bands Atsh 1 Bokumen 299, 305,000 PAD 1 Dokumen 299,305,000
Kemudahan Pensnaman Modal Pansnaman Modal
2 (18 |02 |2.01 (0003 [Fasilitasi Kemitrasn yang dilakukan olah Jumlsh kesspakstan Kamitraan antara ussha
Pemarintah Kabupoaten/Kota besar {PMA/PMON} dengan UMKM di daerah. | Kots Banda Acsh 50 | Dokuman 357,320,000 PAD 50 Dakuman 357,320,000
2 (18 |02 |2.02 Heglwian Pembustan Pete Potensl ir A Pata Penanamen 118,610,000
Kabupatan/Kots Modsl Xots Nanda Acah | 100 " 118610000 [ PAD 100 * 18,610,
2 |18 Joz 7 [2.02 Jo001 [Suk Keglatan Penyusunan Rencana Umum Jumieh Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota umum Penanaman Modal Dasrah Kote Bands Acen 1 Cokumen PAD 1 Dokumsn -
Kabupaten/Kota
2 |18 |02 2.02 |0003 |Pemutahiran dats potensi investas! daerah jurniah daerah yang telah dilaksanakan 5610000
pads sistem PIR [Potensi Invastasi Regional) pamutakhiran data potensi Investasi Kota Banda Acen 1 Daarah 11B.610.000 PAD 1 Daerah 118, !
2 |18 |02 Sub Keglatan Penyusunan Pata Potansl Jumiah Dokumen Peta Potensi Investasi Kote Banda Acan 2 Dokurmen N PAD 3 Ookumen -
Investasl Xabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1 |aa (o3 »n Promos! Pananamsn Modsl Panisntase Promosf Pensnaman Modal
Progr arsen rornos nuna Kots Senda hceh " 271,530,000 PAD 100 9% 271,530,000
2 j1a Jo3 [zm Kagletan Penyslanggaraen Promonl Laporan yal P ) 273,530,000
Pananaman Madel yang Menjadl Kewenangen [Pensnaman Modsl Kots Bends Acsh 1 Laporesn 271,830,000 FAD 10 » ’
/ Kota
2 |18 |03 [2.01 |DOO2
Sub Kegistan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumigh Dokumen hasll keglatan Promosi Cots Banda Aceh 1 Dokumen 271,530,000 PAD 1 Ookumen 271,530,000
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Maodal
2 |ie |o3 2,01 0003 P
Penyusunan strateg Promasi Penanaman Jumlah Dokumaen strategl Promosi Penanaman Kota Banda fceh 1 Dokumen PAD 1 Dokumen -
Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Model Kab/Kaota
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Non Periginan Berbasls Slstern Pelayanana

Parlrinan Berusaha Tarintegrast secara

Perizinan berusaha terintegrast Secara

elektronlk yang diolah, dika)i dan

18 Program Pelayanan Pensnaman Modal Par Tingiat Kep Masyarskat
Kota Banda Acsh 100 % 80,685,960 PAD 100 % 80,685,960
18 201 Kagl Pelay Parizinan dan Non iah Pelay Parizinan dan Nonperizinan
Perizinan secarn Tarpadu Setu Pintu dl Bidang |Secars Terpadu Satu Pintu Dibidang
Barvds Acsh Laporan 960 PAD 100 % 80,685,960
Penanaman Modal yang menad] kewenangan [Pensnsman Modsl Kata z 80,685,
Dearah Kabupaten/Kota
18 2.01 |[00D6 Sub Keglatan Penyediaan Pelayanan Peritinan {lumiah pelaku usaha yang mendapatkan
Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis pelayanan perizinan berusaha melalui sistem \ota Bands Aceh 2500 Pelaku 22,685,960 PAD 2500 Pelaku Usaha 22 6B%,960
Rislko Terintegrasl secars Elektronlk peritinan barusaha berbasis risiko terintegrasi o e Usaha !
secare elektrenlk
13 1,01 {0007 |Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolasn Jumiah pelaku usaha yang memperoleh
Pengaduan Layanan Konsultasi Pedzinan {ayanan Xonsultasi perizinan berusaha melalui claku
Berusaha Berbasis Risiko Isistem perizinan berusaha berbasis risiko Kota Banda Aceh | 500 F:Jsaha . PAD 500 pelaku usaha -
terintegrast secara etektronik
1B 2.01 0008 |Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan {lumlah keglatan usaha yang mendapat
dibidang perizinan berusaha berbasis risiko pemantauan anallsis, evaluasi dan pelaporan
dibidang perizinan berusaha berbasls risike Kegiatan Keglatan
58,000,000 PAD 80 58,000,000
intas daeerah kabupsaten/kota bagi kegiatan Kota Banda Aceh &0 Usaha Usaha
usaha dari pelaku usaha
18 Program Pangendalian Palaksanasn Persentass Nilsi Pananaman Modal
Panansman Mods} Kots Bands Amh 100 % 370,000,000 DAK 100 % 379,000,000
18 2.01 Wagiatan Pangendalian Pelslaanaan jah Laporesn Pengendalisn Palak J
|Penanaman Modal yang menjadi Kewenangen (Penansman Mods!
DAK 100 % 370,000,000
Dearsh Ksbupaten/Kots Kota Ksnda Assh 100 % 370,000,000
1B 2.01 |00D4 Sub Kegiatan Penyelesalan Permasalahan dan [Jumlah Penyelesalan permasalahan dan
Kegitatan
Hambatan _yang dihadapi Pelaku Usaha dalam |hambatan yang dih?dapl pelaku usaha dalam Xota Banda Acsh 10 Kegilatan 10,040,000 DAK 10 E . 10,040,000
mereallsasikan Kegiatan Usahanya. merealisasikan kegiatan usahanys Lsaha Usaha
18 2.01 [0005 |Sub Keglatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku [Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti
Usaha. bimbingan teknis/sosiakisas) implementasi Pelaky
Perizinan herusaha berbasis risoko dan Xots Banda Aceh 250 - DAK 250 Pataku Usaha .
Usaha
pengawasan perizinan berusaha berbaslis
rlsiko
1B 2.01 {0006 |[Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal. |fumlah keglatan usaha dari pelaku usaha yang
tetah dianalisa dan verifikas| data, profil dan
informasi kegiatan usaha darl pelaky dilakukan Keglatan Kegiatan 255,960,000
inspeksi lapangan ; serta dilakukan evalusi Kota Banda Acah 30 Usaha 359,960,000 DAK E Usaha 980,
penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan
berusaha
1. Program Pangeiotasn Data dan Sistem Parsentase Peningketan Sistem Informasi
Informasi Penanamsn Modsi Fenanamen Modsl Kots BandaAcsh | 100 % £2,620,000 ] PAD 100 % £€2,620,000
18 2.01 Keglatan Pengelolasn Data dan Informasi Jumiah Sistem Informasi Perizinan Berbasis
Peririnan dan Non Perizinan yang Terintegrasi |Eleb ik yang Teri | dengan Sistem
it Kots Banda Acah % 000 PAD 100 % 62,620,000
pada Tingkat Daerah Kabupsten/Kota Pelsyanan Perizinan dan Non Perizinan * o 100 62,620,
18 2.01 {0002 |SubKeglatan Pengolahan, Penya)ian dan Jumlah data dan informasi Perizinan dan non
Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan |perizinan Berbasts sistem Pelayanan Kots Benda Aceh 1 Dokumen 62,620,000 PAD 1| Dokumen 62,620,000
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2023 -2026, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banda
Aceh dan Hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh Tahun 2023. Mengacu pada dokumen tersebut DPMPTSP Kota Banda
Aceh telah merumuskan 6 {enam} program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub

Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola
pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu”, dengan
sasaran Optimalnya Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola Pemerintahan pada penanaman
modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan “Pertumbuban Ekonomi yang
kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal” dengan sasaran jangka menengah

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

1. Program
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka disusunlah program, kegiatan, dan sub
kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negert
Nomor 900.1.15.5 — 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, VAlidasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Adapun kegiatan unggulan/prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2025, antara lain :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

3) Program Promosi Penanaman Modal;
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4)
5}
6)

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Program Pelayanan Penanaman Modal;

Program pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal;

Kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu

ditetapkan bebrapa kegiatan untuk menunjang program — program yang telah ada. Untuk

merealisasikan program — program diatas, ditetapkan kegiatan — kegiatn yang akan

dilaksanakan antara lain:

1)
2)
3)
a)
5)
6)
7)
8)

9)

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

10) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota.

11) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota.

12) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

13) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang

3.

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau prnerjemahan dari

aktivitis atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan

ketentuan perundang — undangan yang berlaku.
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Untuk merealisasikan kegiatan — kegiatan diatas, ditetapkan sub kegiatan — sub

kegiatan yanag dilaksanakan antara lain:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12}
13}

14)

15)
16)

17)

18)
19}

20)

21)
22}

23)

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemutahiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi
Investasi Regional}

Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan

Kabupaten/Kota
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24)

25}

26)

27)

28)

29)
30)

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan
Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Sub Kegiatan Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan
berusaha berbasis risiko

Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku
usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik.
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Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Tahun 2025

Tabel 4.1

Kok Frogrm dan Keglsten Indikator Kinerja Lokaai Pagyu Kelompok Sasaran
{1} 2
18 ‘ - H L :
18 o1
b Kata Barnds Aceh, Bakturrahman, 10,483,809,586
perangkat daer. Kpmpung Sare 100 »* 3 of 3+
ia oL | 201 . P , dan Bval + Kinar]s dan
ah ] reusun Nata Rarciy Acwh, Selturrshman 7,296,800 DPMPTSP
Pufangioet Ded avalussl OPD yang tel peielioy 300 »%
12 [ o1 | 201 Sub Keglatan Panyusunan Ookumen Perencansan Perangkat [Jumish dokumen perencanssn yang disusun
000y [Desran Koty Bands Aceh, @aiturrahmsn, 5 Ookumen 7,396,800 DPMPTSE
ampung
is o1 | 202 Haglatan Adminlstrasl Keuangsn Parangkat Dasreb W Kot Banda Aaah, BalUrrEhman, - 5. 705,542,088 Pagawst DPMPTSP
Kampung Sars 100
18 [ o1 | 202 . Sub Keglatan Penyadiaan Ga)l dan Tunjangan ASN Jumiah orang yang menarima gali dan tuniangan ASN xots wanda Acah, Ballurahean, 2 4,868, 302,088 Fagawai DPMPTS#
oo ampu
18 [ o1 | 2.02 SuD Kegiatan Penyadiasn Administrasi Pelpksanaan Tugas  [fumlah dokumen hasli penyediasn administras! ote B acah orrahman ORMPTSR
ota BAROA Acah, ur - £17,260,000 Pegawsi
0002 | ASN pelaksanaan tugas ASN e mpung Rare 1z Dokuman ¥
in o1 | 2.08 K h » L
Keta Bardie Acuh, Sanurrahunen, 100 200,000 Pagawal DPMPTSP
Parenghst Deersh Kampunyg Bare » s, b
1a o1 2.0% Sub Kegiatan Pengadasan Pakalan Dinas baserta Atribut Jumian paket Pakaian dinas beserts atribut
{ “ots Banda Aceh, Baiturrabinaes, 586,200,000 Pegawai DFMPTSP
00032 |[Kelengkapannys kelengkapan xamgung Haro 55 Faket B
s [ o1 | z08 Umum ghwt D h e "
Ly Lot Kows Banda Aceh, Baiturrahman, 408, A5, 308 £ NPTSP
(sdmintstrasl umum Kampung sro 100 » i !
18 0y | 2.06 Sub Keglatan Penyediaan Kormponan nstaiasi Jumlan paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan .
Ustrik/Penerangan Bangunan Kantar Bangunan Kantor yang disediskan Kot Bands Acak, Baliurrahman, 1z Pakat 11,542,000 DBRMPTSP .
o0 Rampung B
18 01 | .08 Sub Keglatan Pertysd|san Bakhan Logistik Kantar Jumiah paket B, n Loglstik Kantor yang dizediakun Kots Swnda Aceh, Be{turrahmen, 5 baket 5,205, Pagawal DEMPTSE f
0034 Ka mpu o
18 o1 .06 Sub Kegintan Penyed|aan Barsng Catakan dan Penggandaan [Jumlah pake: Barang Cetakan dan Penggandaan yang Kota Bants Aceh, Gullurcshman, 12 Paket 41,619,308 DEMBTSP
0005 disediakan Kampung Baro
1a /| 208 Sub Keglitan Penyalenggarsan Rapat Koordinasi dan Jumlah Isporan penyaisnggaraan rapet koordinasl dan
Kals Banda acmh, Balturrshman, " 350,000,000 OPMPTSP
0009 |Konsultasi SKPD konsultasl SKPD Kempund Bera i Laparan
is o: | 2.07 Kagintan Pangacasn Saramg Millk CDaerah | Urusan i Rarang Mtk
e am b Hats Waris Aceh, BsiTurrahman, 100 517,128,000 OPMP TSR
Pamerintsh Deersh u Duarah Kampung Sare » :
18 a1 1.07 n Kendarsan Dinss Oprasianal atau  |[Jurmiah unit kerndarasn tinas oprasional atsu lapangan
2 |Lspanaan vang disediakan Kats Bunias Acat, Saiwurranmen, 1 Unit . BPMPTSE
18 01 | 207 Sub Kaglntan Fengadann Poralatan dan Mesin Lalnnya Jumlah unit Perslatan dan Maesin Lalnnys yang
0006 disediakan 50 Unit 517,128,000 DPMPTSP
S
ia a1 .07 Sub Kegiatan Fengadaanr Sarana dan Prassrana Gedung turnlah unit Sarans dan Prasarana Gedung Kantor atau )
0010 |Kantor atau Bangunan Lainrys Bargunan Lainnya yeng disediaxan Kola @anrdd Aceh, Balturrahman. 1 unit - OFMP TSP
Hampung Baro 1
am [o1 [ zom v Jusm P Inng Urusan Famerintah P han P Inss i
Dwersh Urusan Pamerdntashen Deersh Kein Bunds Aceh Ramurrahman, 100 L] 1,848, 734,08 DPMPTSE :
Kampung Baro v
16 01 | 2.08 Sub Kegistan Penyediasn 1a:s Kemunikas!, Sumber Daya Alr [Jumish laparan Penyedizan Jasa Komunikas), Sumber .
Kols BANAs Ackn. Raltucrahman, i
0002 |dan Listrik Oaya Air & Ustrik yang disadiakan e mpng Barn 12 Laporan 1,364,150,000 DPMPTSP :
18 o1 2.08 S5ub Keglnran Panyed n lass Pelayanan Umum Kantar Jurah laporan Penycdisan Jaia Pel _
0004 Kantor yang disediakan Kols -:m- Aceh, Balwurrahman, 12 Laporan 284,586,061 DEMPTSP i
a Uy Bare :
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kebupaten/kota bagl kegiatan utaha dart pelaku usaha

2 15 [ ox [ zoe Haglatan Femeliharsan Barsng Miilk - kabutuh:
Urusan Pemadntsh Deersh Barang Millk Daerah Urusen Fema wots Banda Aceh, Baiturrehman, 100 » 2,110, 080,255 DPMPTSP
Daerah Kempung Sarc
2 18 [+58 2.09 Sub Kegiatan Penysdiaan lass Pemaeliharaan, Bisya Jumiah kendarsan dinas cprasional atau lapangan yang
2 |Pemelinerasn , Pajak dan Paririnan xendaraan Dinas dipelihara dan dlbaysrkan pajak dan perizinannya Kot Bands Aceh, Baiturrshman, 2 Unit 59,136,000 DPMPTSP
0002 | yparasianal ateu Lapangan Kampung Bara
2 18 | 081 | 208 Sub Kegiatan P h Faral ] i {ah P 1an dan Mesin Lal ang dipelihara
ub Kegiatan Pemeliharaan Paralatan dan Mesin Lainnys Jurniah Peralatan dan Mesin Lalnnya yang dip: ot Banda Acan. Bur e hema . . it 165, 294,339 J—
Looe Keampung BRro h
2 1B o1 2.09 Sub xan_t:.(: Permeliharaan/Aehabilitasl Sarana dan Jurmian Sarana dan Prasarana Gedung K&Ntor atau
0010 Frazarana Gadung Kantar atay Bangunan LAIPNY S Bangunan Lainnya yang dipelihara/direbabllitasi Kotw Banda Acdb, Astcorrmbhmon, z unit 1,881, 500,000 DPMPTSP
Karrpung 8o
F 18 | oa Program Pangembangan lkHm Pansnaman Modal agen tkibm Moda)
Kata Ssnds Acah 100 L] ¥75,235,000 OFMFTEE
2z 18 | 02 | 2.01 - L Fasilitas/| L] N n
PFenanaman Modal yeng Modal «ota manss Aceh 1200 Py =08,825,000 DPMPTSP
Kebupatan/Kota
2 18 | Dz | 2.01 Sub Kegiatan PEnetapan Kebijakan Dacrah Mengenal Jurniah Paraturan Dasrab/Provinil dalam pemberian 299,305,000
. |[Pemberian Faailizas/insantit dan Kemudahan Pensnaman tas/insantlt dan kemudahan Penanaman Modsl Mota Bende Acen N Dakumen DPMPTSA
0603 | paodal
2 18 | 62 | 201 F axi Kemitraan y, xukan oleh Pamerintah Tumiah ke tepakatan Kemitraan antars usahs besar 357,320,000 , or
0003 | Kabupoaten /Koty (PMA/PMDN) dengan UMKRA dl dasrah. Kota Bands Ac#h 50 Dokurman nvEstol
2 1s | 0z | 2.02 i B Pats ™ T Pats dan ¥alusng
Usahs Kabupstan/Kota Kots Bands Acsh pi " 1A, #10, 000 DPMPTSP
2 18 | 0z | z2.02 Sub Kaglatan Penyusunan Rercans Umum Penanmman Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana umum JE—
0001 [Madal Daerah Kmbupaton/Kata Pananaman Modal Daorab Kabupaten/Kata Kota Barda Aceh 1 Dokumesn -
2 18 [++] 2.02 Pemutehiran dats potens! invesiasl dacrah pacs s/siem PIR [jurmiah dacrah yang ielah dilaksanakan pamotakhiran i
0003 [(Potenal Investas) Reglonal) data potensi investasl Katw Bends Acen 1 Daerah 118, 610,000 DPMPT!
F] 18 } 02 | 2.02 Sub Kegfatan Penyusunan Peta Potensl investash jumiah Dokuman Peta Potensl investas| MBTSE
o004 |Kabupaten/kota Kasbupaten/Kata Kota Bands Acen 1 Dokumen - oF
T3 o3 i Madal Y iledsl
" Kota Bunde Aceh 100 *% T71, 530,000 DPMPTSP
F 18 | o3 [ z.01 d Promant Modal yeng
e * V/ Kota Maodal Kete Banda Aceh 1 Laporan 471,880,000 OFMPTSP
a2 18 [ 03 [201
2 [5UD xegiatan Pelaksanaan Kegioten Promasi Pananaman Jumiah Dokumen hasll kegiatsn Promos) Penanaman Kota Banas Acah N Bakumen 274,530,000 Pelahu Usaha
Merdal Daerah Kabupaten/Kote Modal Kabupaten/Kota
2 e [ 03[ 201 -
3 [PENYUIUNan strategi Pramosl Penanaman mMadal Jumiah Bokumen strategl Promos| Penanaman Madal cots Banda Acen " Dokurman - DPMETSR
K w1 an Kebupaten/Kota Kabupsten/Kota
2 a8 [ o4 Brogram Palayendn Penenarmim Maodal Parrentese Tirghet Gepussan Masyarakat
* - ~ 4 Keots Bends Aceh 100 " B0, 685, 960 DPAMPTSP
2 is oa 2.01 Kegiaten Palasyanan Parizinan dan Non Perizinan sacars M va indaks K b
‘Terpadu Satu Plntu dl Bdeng Penansrman Modal yeng
o b Daarsh s Kot Rendas dcak z Lapgoran 0,688, 950 BPMPTSP
2 18 [ oa | 201 Sub Keglatan Panyediaan Pelayanan Perizinan Barusaha Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayansn
malalul S1stem Parlzinan Berbasis ko Terintegras! vecard [peridinan berugtaha melalul sistem perizinan berusaha
0006 | Elektronik barbasis rivlka terintegras! sacara elektronik Kota Banda Acen 2500 Pelaku Usaha 27,685,960 Pelaku Usahe
F i8 | o4 | 2.01 Sub Kegiatan Penyedisan dan Pengelolaan Pangaduan Jumlah pelaku usaha yang mamperolah layanan
Layanan Konsultasl Perizinan Berussha 8erbasis Rislka konsultas! perizinan berusaha malalul sistem perizinan Pelako Usah
0oc? berusaha berbasis risiko terintagrasi sacaras elakironik Kote Banda Acen 500 pelsku usaha - etako Usaha
2 18 [ o4 { z.00 Parmantauan an dan pelaparan dinidang
pertzinan berusaha berbasis risike
berusaha berbasis rislko lintas dacerah
ooos oy Kota Barda Aceh a0 Keglatan Usaha 58,000,000
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18 | 05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Per Nilai Per Modat
Kota Banda Aceh 100 % 370,000,000 DPMPTSP
18 [ 05 (200 Kegistan Pengandalian Pelak P Modal Par Pengendatian Pelsh L
yong men/adi Xawena Kota Modat
lect Kawsrangan Doarsh Kabupeter/ ods Kota Bande Acsh 100 * 270,000,000 DPMPTSP
18 | 05 | 2.0 Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Jumtah Penyelesaian permasalahan dan hambatan
yang dihadapi Pelaku Usaha dalam marealisasikan Kegiatan |yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan
i 10,040,000 Pelaku Usaha
0004 Usahanya. kegiatan usahanya Kota Banda Aceh 16 Kegiatan Usaha
18 | 05 | 201 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha. Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan
teknls/sosialisasi Implementasi Perizinan berusaha
0005 berbasis risoko dan pengawasan perizinan berusaha Kota Banda Aceh 260 Pelaku Usaha . Pelaku Usaha
berbasis risike
18 105 | 201 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal, Jurmlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah
dlanalisa dan verifikasi data, profil dan informasi
kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan
h 0 Kegiatan Usaha 358,560,000 Pelaku Usaha
0006 ; serta dilakukan evalusi penilaian kepatuhan ¥ota Banda Ace g
pelaksanaan perizinan berusaha
8| 0s Program Pengelolaan Dats dun Sistem Informasi Persentase Peningkatan Sistem Inf i P
Penanaman Modal Modal Kot Banda Acsh 100 % 62,620,000 DPMPTSP
8106|201 |Keglatan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non |Persentase ketersediaan data dan informasi
Perizinan yang Terintegras| pada Tingkat Daerah Penanaman Modal
100 % 62,620,000 DEMPTSP
Kabupaten/Kota Kota Banda Acah
18 [ 06 | 201 SubKegiatan Pengalahan, Penyajlan dan Pemanfaatan Data [Jumlah data dan informasi Perizinan Berbasis sistem
dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem |Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara
Pelayanana Perlzinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik vang dlolah, dikajl dan dimanfaatkan.
0002 Kota Banda Aceh 1 Dokumen 62,620,000 DPMPTSP

Eiektronlk
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BAB. V
PENUTUP

Dokumen Rancangan Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan
dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional program dan
kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda aceh.
Rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan Pembangunan urusan Pemerintahan
bidang Penanaman Modal untuk mendukung arah Pembangunan Daerah, selain itu juga
dalam rangka menunjang keberhasilan stategis daerah Kota Banda Aceh. Dalam rangka
menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas
kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka seluruh Bidang dan
Sekretariat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh
Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Tahun 2025, Rancangan Awal Renja
DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Tahun 2025. Guna menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi,
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang di lingkungan DPMPTSP
Kota Banda Aceh wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja
Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang
diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala
Dinas, Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya,
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, 1 April 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Saty Pintu

Andri, SSTP,. M,Si
Pembind / NIP. 19840323 200212 1 002
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